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ABSTRAK

Annisa Fa’izah, 21111059, Analisis POJK Nomor 21 Tahun 2023:
Layanan Digital Bank, Pelindungan Nasabah, dan Pelindungan Data Pribadi
dari Perspektif Magasid Al-Syari’ah Jasser Auda, Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut llmu Al-
Qur’an Jakarta, 2025.

POJK Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank
Umum diterbitkan sebagai respon untuk menangani kejahatan siber di ranah
layanan digital perbankan, dan efektivitasnya dalam penanganan keamanan
platform perbankan digital masih menjadi perhatian. POJK ini bukan hanya
berlaku bagi bank konvensional, namun juga berlaku bagi bank syariah di
seluruh Indonesia. Perbankan syariah bukan hanya terikat dengan peraturan
positif, namun juga terikat terhadap ketentuan syariat Islam. Dalam Islam,
kebijakan harus berorientasi untuk mewujudkan kemaslahatan, konsep ini
dikenal sebagai maqasid al-syari’ah yang menjadi landasan dalam penetapan
kebijakan. Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan ketentuan dalam
POJK Nomor 21 Tahun 2023 dan menganalisis relevansi POJK tersebut
dengan konsep magasid Jasser Auda yang dirancang sesuai dengan kondisi
dunia modern saat ini.

Penelitian sebelumnya banyak mengkaji perlindungan data dan
konsumen dari regulasi lain menggunakan perspektif magasid al-syart’ah,
penelitian lainnya juga telah mengkaji implementasi penerapan POJK ini di
perbankan. Namun belum ditemukan yang secara khusus menelaah tiga bagian
dari POJK layanan digital menggunakan magqasid al-syari’ah milik Jasser
Auda seperti yang diangkat dalam penelitian ini. Sehingga, penelitian ini
memberi kontribusi baru dalam mengkaji relevansi kebijakan POJK dengan
magqasid al-syari’ah kontemporer.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pengkajian studi
pustaka berupa content analysis dan menggunakan pendekatan normatif. Data
diperoleh dari peraturan terkait, literatur hukum Islam, dan dokumen resmi
yang relevan dengan transformasi digital perbankan dan perlindungan data
pribadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, POJK Nomor 21
Tahun 2023 telah mengatur penyelenggaraan layanan digital, perlindungan
nasabah, dan data pribadi secara cukup komprehensif. Kedua, POJK Nomor
21 Tahun 2023 sudah selaras dengan asas magqasid terkait hifz al-nafs, hifz al-
mal, hifz al-’aql, hifz al-'ird dan hifz al-nasl juga selaras dengan prinsip
purposefulness, wholeness, multidimensionality, openness, dan hierarchy yang
dikembangkan oleh Jasser Auda.

Kata kunci: POJK Nomor 21 Tahun 2023, layanan digital bank, perlindungan
nasabah, perlindungan data pribadi, magasid al-syari’ah, Jasser Auda.
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ABSTRACT

Annisa Fa’izah, 21111059, Analysis of POJK Number 21 of 2023:
Digital Banking Services, Customer Protection, and Personal Data Protection
from the Perspective of Maqasid Al-Shari’ah by Jasser Auda, Sharia Economic
Law Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institute of
Qur'anic Science Jakarta, 2025.

POJK (Financial Services Authority Regulation) Number 21 of 2023
concerning Digital Services by Commercial Banks was issued in response to
the rise of cybercrime in the realm of digital banking services. However, its
effectiveness in securing digital banking platforms remains a concern. This
regulation applies not only to conventional banks but also to Islamic banks
across Indonesia. Islamic banking must adhere not only to positive law but also
to the principles of Islamic law. In Islam, policies must aim to achieve public
benefit (maslahah), a concept known as magqasid al-shari’ah, which serves as a
foundation for policy formulation. This study aims to describe the provisions
within POJK Number 21 of 2023 and analyze its relevance to Jasser Auda’s
concept of maqasid al-shari’ah, which has been designed to suit the conditions
of the modern world.

Previous studies have widely examined data and consumer protection
from other regulations using the maqasid al-shari’ah perspective. Other studies
have analyzed the implementation of this POJK in the banking sector.
However, there has been no specific research that examines the three
components of the digital services POJK using Jasser Auda’s framework of
maqasid al-shari’ah as presented in this study. Therefore, this research offers a
new contribution by assessing the relevance of POJK policy to contemporary
maqasid al-shari’ah.

This research is a qualitative study using literature review in the form
of content analysis and a normative approach. The data were obtained from
relevant regulations, Islamic legal literature, and official documents related to
digital banking transformation and personal data protection.

The research findings indicate that: First, POJK Number 21 of 2023
regulates the implementation of digital services, customer protection, and
personal data protection in a fairly comprehensive manner. Second, POJK
Number 21 of 2023 aligns with the principles of maqasid al-sharT’ah
concerning the protection of life (hifz al-nafs), wealth (hifz al-mal), intellect
(hifz al-"aql), honor (hifz al-’ird), and lineage (hifz al-nasl). It is also consistent
with the principles of purposefulness, wholeness, multidimensionality,
openness, and hierarchy developed by Jasser Auda.

Keywords: POJK Number 21 of 2023, digital banking services, customer
protection, personal data protection, magqasid al-syari’ah, Jasser Auda
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi membawa inovasi baru berupa digitalisasi
yang merambah ke berbagai sektor bidang, termasuk perbankan.
Kemajuan teknologi memiliki prasyarat yang harus terpenuhi, paling
tidak adalah dengan didukung oleh infrastruktur Tl yang memadai dan
sistem keamanan yang mutakhir. Infrastruktur T adalah atribut wajib
dalam kegiatan lembaga keuangan modern mana pun di abad 21.1

Digitalisasi telah menghapus batasan ruang dan waktu,
menyederhanakan berbagai hal kompleks, serta meningkatkan efisiensi
dalam berbagai aspek kehidupan. Di era digital, banyak aktivitas dapat
diselesaikan tanpa kehadiran fisik dan dalam waktu yang sangat
singkat. Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan
signifikan dalam layanan perbankan. Jika sebelumnya nasabah hanya
dapat melakukan transaksi dengan mendatangi kantor cabang, kini
sebagian besar layanan telah beralih ke sistem digital, lebih cepat,
mudah dan praktis. Transformasi teknologi meningkatkan efisiensi
dalam hal kemampuan akuisisi pelanggan, pemrosesan bisnis, analisis
preferensi pelanggan.?

Namun, perkembangan ini juga diiringi oleh kemunculan
berbagai bentuk kejahatan baru yang sebelumnya belum dikenal,
khususnya dalam sektor keuangan.

1Shakhlo Shurkrullaevna Davirova dan Komiljon Shukhrat Ugli Ruziyev, “The Role
of Information Technology in Modern Banks,” The American Journal of Management and
Economics Innovations 3, no. 6 (2021): h. 20.

ZXiangxiang Zhou dan Lifeng Tu, “Study on Digital Transformation Mode of
Commercial Banks,” dalam Proceedings of the Fifth International Conference on Economic
and Business Management (FEBM 2020), Advances in Economics, Business and Management
Research, Atlantis Press, 2020, h. 364



Beberapa bentuk kejahatan siber yang berpotensi mengancam
sistem keuangan digital antara lain adalah hacking, yaitu pelanggaran
hukum dengan memanfaatkan kemampuan pemrograman, serta
carding, yakni tindakan melakukan transaksi menggunakan kartu
kredit milik orang lain tanpa izin.?

Laporan dari lembaga Cyber Crime Statistic menempatkan
Indonesia diurutan ketiga dunia dalam hal pelanggaran data (data
breach) 2022, dan menjadikan Indonesia termasuk negara dengan
reputasi penjagaan data dengan kurang baik.* Pada 2024 lalu, seorang
pegawai bank ditangkap setelah diduga membobol 112 rekening
nasabah yang diblokir karena merupakan rekening penampung untuk
tindak kejahatan.®> Penggelapan dana sebesar 1,8 milyar rupiah juga
terjadi dan diketahui dilakukan oleh oknum bank melaui aplikasi
mobile banking yang melibatkan Bank Mega KCP Palembang.®

Kasus kejahatan siber juga banyak terjadi pada e-wallet, kantor
OJK Tasikmalaya mendapat laporan kehilangan uang sekitar 400 juta

rupiah di dompet digital setelah korban ditelepon orang tidak dikenal

SBudiyanto, Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia.
(2025). Banten: Sada Kurnia Pustaka. h. 53

‘Arlina Laras, “Bank Digital dan Industri Keuangan Indonesia yang Rentan
Terhadap Serangan Siber” Bisnis.com,
https://finansial.bisnis.com/read/20240729/90/1786201/bank-digital-dan-industri-keuangan-
indonesia-yang-rentan-terhadap-serangan-siber diakses pada: 5 agustus 2025 pukul 10.20
WIB

Dzaky Nurcahyo, Jessi Carina, "Pegawai Bank Digital Ditangkap karena Bobol 112
Rekening Nasabah yang Diblokir", Kompas.com
https://megapolitan.kompas.com/read/2024/07/10/12092681/pegawai-bank-digital-
ditangkap-karena-bobol-112-rekening-nasabah-yang diakses pada 5 Agustus 2025 pukul
10.02 WIB

®Tasmalinda, “Uang Rp1,8 Miliar Raib! Ini 5 Fakta Terbaru Dugaan Penggelapan
Oknum Bank Mega Palembang” Suarasumsel.id,
https://sumsel.suara.com/read/2025/06/24/211513/uang-rp18-miliar-raib-ini-5-fakta-terbaru-
dugaan-penggelapan-oknum-bank-mega-palembang diakses pada 5 Agustus 2025 pukul 10.00
WIB


https://finansial.bisnis.com/read/20240729/90/1786201/bank-digital-dan-industri-keuangan-indonesia-yang-rentan-terhadap-serangan-siber
https://finansial.bisnis.com/read/20240729/90/1786201/bank-digital-dan-industri-keuangan-indonesia-yang-rentan-terhadap-serangan-siber
https://megapolitan.kompas.com/read/2024/07/10/12092681/pegawai-bank-digital-ditangkap-karena-bobol-112-rekening-nasabah-yang
https://megapolitan.kompas.com/read/2024/07/10/12092681/pegawai-bank-digital-ditangkap-karena-bobol-112-rekening-nasabah-yang
https://sumsel.suara.com/read/2025/06/24/211513/uang-rp18-miliar-raib-ini-5-fakta-terbaru-dugaan-penggelapan-oknum-bank-mega-palembang
https://sumsel.suara.com/read/2025/06/24/211513/uang-rp18-miliar-raib-ini-5-fakta-terbaru-dugaan-penggelapan-oknum-bank-mega-palembang

yang mengaku berasal dari sebuah instansi dan melakukan video call.’
Pada 2023 seorang pengguna aplikasi dompet digital mengalami
kerugian lebih dari lima juta rupiah melalui tiga kali transaksi
mencurigakan yang diakui bahwa transaksi tersebut tidak dilakukan
oleh pemilik akun.®

Masalah yang melibatkan sistem IT juga terjadi di beberapa
aplikasi perbankan, pada awal tahun 2025 ini ditemukan sudah terjadi
setidaknya tiga masalah yang terjadi. Aplikasi bank Permata
(PermataME) mengalami error pada Januari lalu dan diakui oleh pihak
bank bahwa sistem bank sedang melakukan peningkatan, sistem error
ini terjadi hingga delapan jam tanpa kepastian pemulihan dan
menimbulkan keluhan dan protes dari para nasabahnya.®

Pada Februari 2025 aplikasi digital bank BSI mengalami
gangguan selama tiga hari, pihak bank menyampaikan bahwa sedang
ada update sistem untuk meningkatkan layanan kepada nasabah dan
bank tetap menjamin keamanan data para nasabah pengguna layanan
digital.'° Pada april di tahun yang sama bank DKI juga mengalami
gangguan yang berlangsung hingga hampir tiga pekan, fitur transfer
pada aplikasi JakOne Mobile (aplikasi perbankan milik Bank DKI)

"Candra Nugraha dan Farid Assifa, “Uang Rp 400 Juta di Dompet Digital Hilang
Usai Video Call OJK Imbau Hati-hati”, Kompas.com
https://bandung.kompas.com/read/2025/04/24/172104378/uang-rp-400-juta-di-dompet-
digital-hilang-usai-video-call-ojk-imbau-hati diakses pada 5 Agustus 2025 pukul: 10.50 WIB

8Muhamad Ibrahim, “dkun Diretas dan Hilangnya Saldo DANA Premium”,

Infobanknews.com https://infobanknews.com/akun-diretas-dan-hilangnya-saldo-dana-
premium/ diakses pada 5 Agustus 2025 pukul: 10.46 WIB

%Sudah 8 Jam Lebih Aplikasi Bank Permata Masih Error”, Bloomberg Technoz,
https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/61296/sudah-8-jam-lebih-aplikasi-bank-
permata-masih-error diakses pada 5 Agustus 2025 pukul 11.44 WIB

Muhammad Igbal Amar dan Resa Eka Ayu Sartika, “Aplikasi BYOND Bermasalah,
BSI: sedang upgrade system”, Kompas.com,
https://www.kompas.com/tren/read/2025/02/10/180300565/aplikasi-byond-bermasalah-bsi--
sedang-upgrade-sistem diakses pada 5 Agustus 2025 pukul 11.50 WIB


https://bandung.kompas.com/read/2025/04/24/172104378/uang-rp-400-juta-di-dompet-digital-hilang-usai-video-call-ojk-imbau-hati
https://bandung.kompas.com/read/2025/04/24/172104378/uang-rp-400-juta-di-dompet-digital-hilang-usai-video-call-ojk-imbau-hati
https://infobanknews.com/akun-diretas-dan-hilangnya-saldo-dana-premium/
https://infobanknews.com/akun-diretas-dan-hilangnya-saldo-dana-premium/
https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/61296/sudah-8-jam-lebih-aplikasi-bank-permata-masih-error
https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/61296/sudah-8-jam-lebih-aplikasi-bank-permata-masih-error
https://www.kompas.com/tren/read/2025/02/10/180300565/aplikasi-byond-bermasalah-bsi--sedang-upgrade-sistem
https://www.kompas.com/tren/read/2025/02/10/180300565/aplikasi-byond-bermasalah-bsi--sedang-upgrade-sistem

menghilang dan fitur QRIS tidak dapat digunakan sehingga membuat
nasabah tidak dapat melakukan transaksi selama masa tersebut.'*

Upaya penanganan yang komprehensif merupakan hal krusial,
mulai dari tatacara mekanisme operasional sebagai tindakan preventif
hingga sistem perlindungan yang dilakukan sebagai tindakan defensif,
hal ini demi menjamin keamanan, kenyamanan, dan perlindungan bagi
masyarakat dalam menggunakan layanan perbankan digital.

Aziza dan Wardhani, dalam artikel berjudul Evaluasi
Keamanan Aplikasi Mobile Banking: Ancaman, Perlindungan dan
Studi Kasus Pada Sistem Perbankan Digital, mengemukakan bahwa
aplikasi mobile banking masih dihadapkan pada tantangan besar dalam
aspek keamanan, yakni serangan siber seperti phishing, vishing,
malware, pengambilalihan akun, serangan man-in-the-middle (MitM),
hingga SIM swap. Hasil menunjukkan bahwa instansi keuangan telah
melakukan langkah mitigasi, seperti penerapan autentikasi multi-faktor
(MFA), penggunaan biometrik, enkripsi end-to-end, hingga
penggunaan kecerdasan buatan. Namun efektivitas upaya masih sangat
kurang karena masih sangat bergantung pada konsistensi
pelaksanaannya dan tingkat pemahaman pengguna. Mereka
menegaskan bahwa perlindungan aplikasi mobile banking harus
ditingkatkan secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi teknologi, tetapi
juga melalui peningkatan literasi digital masyarakat sebagai

pengguna.*?

1Tempo.com, Sistem Bank DKI Terganggu: Layanan Hilang Hingga Dugaan Dana
Bocor Rp 100 Miliar, 2025 https://www.tempo.co/ekonomi/sistem-bank-dki-terganggu-
layanan-hilang-hingga-dugaan-dana-bocor-rp-100-miliar-1233341#goog_rewarded pada 5
Agustus 2025 pukul 11.50 WIB

12N. Aziza dan D.F.Wardhani. “Evaluasi Keamanan Aplikasi Mobile Banking:
Ancaman, Perlindungan dan Studi Kasus Pada Sistem Perbankan Digital”, Jurnal llmiah
Teknologi Informasi dan Robotika, 7, no. 1, (2025): h. 20.


https://www.tempo.co/ekonomi/sistem-bank-dki-terganggu-layanan-hilang-hingga-dugaan-dana-bocor-rp-100-miliar-1233341#goog_rewarded
https://www.tempo.co/ekonomi/sistem-bank-dki-terganggu-layanan-hilang-hingga-dugaan-dana-bocor-rp-100-miliar-1233341#goog_rewarded

Berbeda dari pernyataan sebelumnya, Dewi Sinta, Safira dan
Ulfani berpendapat dalam jurnalnya yang berjudul Analisis
Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Dalam Digitalisasi Layanan
Perbankan di Indonesia, menegaskan bahwa sistem perlindungan
hukum bagi nasabah dalam konteks perbankan digital di Indonesia
telah memadai. Mereka berargumen bahwa keberadaan instrumen
hukum, seperti Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang
Perlindungan Konsumen, telah menciptakan kerangka regulasi yang
mampu memberikan perlindungan hukum secara preventif maupun
represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui kewajiban
penyedia jasa perbankan digital untuk memberikan informasi risiko
yang jelas dan menjamin kerahasiaan data nasabah, sedangkan
perlindungan represif hadir melalui mekanisme pengaduan serta
penyelesaian sengketa apabila terjadi kerugian yang dialami nasabah
akibat layanan digital.*3

Sebagai upaya memberikan kepastian hukum dan perlindungan
bagi nasabah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan regulasi
terbaru sebagai respons regulator untuk mengatasi tantangan ini yakni
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21 Tahun 2023
tentang Layanan Digital oleh Bank Umum. Peraturan ini menjadi
landasan hukum bagi bank, dalam menyelenggarakan layanan digital
yang berfokus pada perlindungan konsumen, tata kelola yang baik,
serta pengelolaan risiko yang memadai. POJK ini mencabut peraturan
OJK sebelumnya tentang layanan digital perbankan yaitu POJK Nomor
12 Tahun 2018.%

13Dewi Sinta, Safira Putri Zakia, dan Ulfani Safitri. “Analisis Perlindungan Hukum
Bagi Nasabah Bank Dalam Digitalisasi Layanan Perbankan di Indonesia”, Jurnal llmiah
Wahana Pendidikan, 11, no. 6, (2025): h. 190-191.

140 Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK No. 21/POJK.03/2023 tentang Layanan
Digital oleh Bank Umum, LNRI Tahun 2023 No. 101.



Transformasi digital perbankan tidak hanya terjadi pada bank-
bank konvensional, tetapi juga bank syariah yang dituntut untuk tetap
kompetitif dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan
prinsip syariah. Bank syariah, yang merupakan lembaga keuangan
syariah, tidak hanya berkewajiban mematuhi regulasi positif yang
berlaku, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap praktik dan
layanan yang dijalankan selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam
Islam, setiap hukum dan kebijakan seharusnya tidak hanya berorientasi
pada pencapaian kepastian hukum, tetapi juga bertujuan untuk
mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) dan menolak kemudaratan
(keburukan) bagi umat manusia, konsep ini dikenal dengan maqasid al-
syart’ah. Terdapat lima pilar fundamental yang komprehensif telah
terangkum dalam magqgasid al-syari’ah yakni menjaga agama (kifz al-
din), menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga akal (kifz al-"aql), menjaga
keturunan (ifz al-nasl), dan menjaga harta (hifz al-mal).*®

Meskipun POJK Nomor 21 Tahun 2023 bertujuan sebagai
jawaban dari tantangan teknologi untuk melindungi bank dan nasabah,
muncul pertanyaan apakah ketentuan-ketentuannya sudah optimal dan
selaras dengan prinsip syariah? Analisis maqasid al-syari’ah dapat
mengidentifikasi celah atau area perbaikan dalam POJK tersebut agar
regulasi perbankan digital tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga
etis, komprehensif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Jasser Auda adalah seorang ulama terkemuka saat ini yang
mendalami bidang magasid al-syari’ah, ia telah menulis berbagai buku
termasuk mengenai maqasid al-syari’ah, dia juga telah menerbitkan

banyak artikel dan makalah penelitian di berbagai jurnal, konferensi,

15 Andika Mubarok dan Tri Wahyu Hidayati, “Pencatatan Pernikahan Di Indonesia
Ditinjau Dari Maqashid Syariah Jasser Auda”, ADHKI: Journal of Islamic Family Law 4,
No. 2 (2022): h. 62.



dan dewan yurisprudensi Islam.'® Jasser Auda menggagas sebuah
konsep magasid al-syari’ah yang telah dikembangkan untuk
menyesuaikan zaman modern saat ini, la memperluas pemaknaan bagi
lima asas penjagaan (kifz) dan memperkenalkan enam prinsip yang
terdapat dalam kebijakan-kebijakan hukum.

Keterkaitan antara regulasi perbankan digital dan magasid al-
syart’ah menjadi isu yang menarik untuk dikaji, mengingat bahwa
digitalisasi di satu sisi menawarkan kemudahan, namun di sisi lain juga
menimbulkan risiko, seperti penyalahgunaan data pribadi yang dapat
menyebabkan kerugian materiil. Selain itu, relevansi nilai-nilai syariah
dalam regulasi ini penting untuk diperhatikan, mengingat peraturan
tersebut juga akan diterapkan oleh perbankan syariah di Indonesia.
Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian terhadap POJK Nomor 21
Tahun 2023 untuk menilai sejauh mana regulasi ini telah memuat
standar yang komprehensif dalam penyelenggaraan layanan digital
serta perlindungan nasabah dan data pribadi, dengan menggunakan
tolok ukur magqasid al-syari’ah.

Maka dari itu untuk mengetahui hal tersebut disusunlah
penelitian berupa skripsi berjudul: ANALISIS POJK NOMOR 21
TAHUN 2023: LAYANAN DIGITAL BANK, PELINDUNGAN
NASABAH, DAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI DARI
PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI’AH JASSER AUDA.

16Jasser Auda, Biography, website milik Jasser Auda

https://www.jasserauda.net/biography/?lang=en diakses pada 2 September 2025 pukul 11.30

WIB


https://www.jasserauda.net/biography/?lang=en

B. Permasalahan
Identifikasi Masalah

1.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi

masalah-masalah yang terjadi, yaitu:

1.

Perkembangan teknologi membawa era digitalisasi yang
menghadirkan tantangan dan problematika baru

Banyak kejahatan yang terjadi melalui platform keuangan
digital, terkhusus aplikasi perbankan digital

Indonesia diurutan ketiga dunia dalam hal pelanggaran data
Efektifitas keamanan siber pada perbankan digital dinilai masih
kurang dalam menangkal berbagai kejahatan digial

Perbedaan pendapat terkait regulasi yang ada sudah cukup
memadai atau sebaliknya

Dalam Islam, setiap hukum dan kebijakan seharusnya tidak
hanya berorientasi pada pencapaian kepastian hukum, tetapi
juga bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan)
dan menolak kemudaratan (keburukan) bagi umat manusia
Perbankan syariah tidak hanya wajib mematuhi hukum positif,
tetapi juga harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah
Pengaturan dalam POJK Nomor 21 Tahun 2023 mengenai
penyelenggaraan layanan digital oleh bank, pelindungan
nasabah dan pelindungan data pribadi

Analisis ketentuan layanan digital, pelindungan nasabah, dan
pelindungan data pribadi dalam POJK Nomor 21 Tahun 2023
dari perspektif magasid al-syari’ah Jasser Auda

Pembatasan Masalah

Untuk memfokuskan pengkajian penelitian ini, penulis membatasi

masalah yang akan diangkat terfokus pada:



a. Pengaturan dalam POJK Nomor 21 Tahun 2023 mengenai
penyelenggaraan layanan digital oleh bank, pelindungan
nasabah dan pelindungan data pribadi

b. Analisis ketentuan layanan digital, pelindungan nasabah, dan
pelindungan data pribadi dalam POJK Nomor 21 Tahun 2023
dari perspektif magasid al-syari’ah Jasser Auda

3. Rumusan Masalah
Berdasarkan pembatasan masalah di atas, perumusan masalah
dalam penelitian ini berupa:

a. Bagaimana pengaturan dalam POJK Nomor 21 Tahun 2023
mengenai penyelenggaraan layanan digital oleh bank,
pelindungan nasabah dan pelindungan data pribadi?

b. Bagaimana analisis ketentuan layanan digital, pelindungan
nasabah, dan pelindungan data pribadi dalam POJK Nomor 21
Tahun 2023 dari perspektif magqasid al-syari’ah Jasser Auda?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan ketentuan dalam POJK Nomor 21 Tahun 2023
mengenai penyelenggaraan layanan digital oleh bank, pelindungan
nasabah dan pelindungan data pribadi.

2. Menganalisis ketentuan layanan digital, pelindungan nasabah, dan
pelindungan data pribadi dalam POJK Nomor 21 Tahun 2023 dari
perspektif magasid al-syari’ah Jasser Auda.

D. Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi seluruh pihak, baik

penulis, kampus 11Q Jakarta, maupun pembaca dan peneliti setelahnya.

Manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis



Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
pengembangan kajian literatur hukum ekonomi syariah, khususnya
pada integrasi regulasi perbankan dengan magashid syariah.

2. Manfaat Praktis
Penelitian ini dapat berperan sebagai media edukatif sekaligus
menjadi referensi bagi penelitian sejenis di masa mendatang, serta
turut memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu di bidang
hukum ekonomi Islam.

E. Tinjauan Pustaka

a. Zarkasih, Analisa Penerapan Nilai-Nilai Maqgashid Syariah
Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Zakat, Tesis Magister, Program Pascasarjana
Hukum Ekonomi Syariah, Institut llmu Al-Quran Jakarta,
2021.

Penelitian tesis ini mengkaji nilai-nilai magqgasid al-syari’ah
dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Zakat serta relevansinya dalam implementasi pengelolaan zakat di
Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis
analisis isi dan pendekatan sosiologi hukum, penelitian ini
menelaah data primer berupa UU No. 23 Tahun 2011, konsep
magasid al-syari’ah, serta literatur fikih, ditunjang data sekunder
dari karya ilmiah terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa undang-
undang tersebut mencerminkan prinsip-prinsip magasid al-
syari’ah meliputi hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-"aql, sifz al-nasl,
dan hifz al-mal. Selain itu, relevansi penerapannya tampak dalam

pengaturan mengenai amil, muzaki, mustahik, serta mekanisme
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penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat
untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan syariah.*’

Persamaan penelitian tesis ini dengan skripsi penulis adalah
pada kajian terhadap peraturan positif di Indonesia yang dikaji dari
perspektif magqgasid al-syari’ah. Adapun perbedaannya terletak
pada objek kajian dimana tesis sebelumnya mengkaji Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,
sedangkan skripsi penulismenggunakan POJK terkait perbankan
digital sebagai objek penelitian.

b. Nurbalqgis, Analisis Cash Waqgf Linked Sukuk (CWLS) dalam
Perspektif Magashid Asy-Syari’ah, Skripsi S1 Hukum Ekonomi
Syariah, Institut llmu Al Quran Jakarta, 2021

Penelitian ini menelaah penerapan akad-akad syariah dalam
mekanisme CWLS serta kesesuaiannya dengan magasid al-
syart’ah melalui pendekatan penelitian kepustakaan. Hasil kajian
menunjukkan bahwa akad-akad yang digunakan, seperti sukuk
mudarabah, ijarah, wakalah bi al-istitsmar, dan musyarakah, telah
sesuai dengan fatwa MUI terkait wakaf uang (2002) dan fatwa
DSN-MUI Nomor 131/DSN-MUI/X/2019 tentang sukuk wakaf.
Dari perspektif magqasid al-syari’ah, CWLS berkontribusi pada
perlindungan harta (kifz al-mal) pada tingkat hajiyyatr dan
perlindungan agama (kifz al-din) pada tingkat hajiyyat, sehingga
menunjukkan relevansi signifikan dalam pengembangan ekonomi

umat berbasis syariah. 8

17Zarkasih, “Analisa Penerapan Nilai-Nilai Magashid Syariah Pada Undang-
Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”, (Tesis Magister, Program
Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah, Institut lImu Al-Quran Jakarta). 2021.

BNurbalgis, “Analisis Cash Wagf Linked Sukuk (CWLS) dalam Perspektif Magashid
Asy-Syari’ah” (Skripsi Sarjana, Hukum Ekonomi Syariah, Institut llmu Al Quran Jakarta).
2021.
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis
adalah penggunaan magasid al-syari’ah sebagai tolak ukur
penelitian. Adapun perbedaan penelitian ini terletak fokus kajian
dan luaran, Nurbalgis menjadikan CWLS sebagai objek kajian
sedangkan penulis mengambil POJK terkait layanan perbankan
digital sebagai objek kajian.

David Armando Lumban Tobing, Perlindungan Hukum
Terhadap Nasabah Atas penyelenggaraan layanan perbakan
digital Bank Syariah Indonesia berdasarkan POJK No. 21
Tahun 2023, Univ Sumatera Utara, 2023

Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan
pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta
pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang
digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yang
mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan
menganalisis berbagai literatur yang relevan. Penelitian oleh David
ditujukan untuk mengetahui bagaimana Bank Syariah Indonesia
mengimplementasikan prinsip perlindungan hukum kepada para
nasabah aplikasi digitalnya, serta peran POJK nomor 21 tahun 2023
dalam memberikan perlindungan hukum. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa peraturan terkait perlindungan hukum pada
POJK nomor 21 tahun 2023 masih lemah, karena POJK ini hanya
membahas perlindungan hukum nasabah secara umum dan tidak

eksplisit, sehingga dibutuhkan regulasi baru yang mengatur
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perlindungan hukum nasabah aplikasi digital perbankan secara
lebih menyeluruh.®®

Persamaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis
adalah penggunaan POJK nomor 21 tahun 2023 dalam penelitian.
Adapun perbedaan penelitian ini terletak fokus kajian dan luaran
yang dihasilkan. Penelitian oleh David berfokus pada implementasi
prinsip perlindungan hukum BSI terhadap pengguna aplikasi
digitalnya serta peran POJK nomor 21 tahun 2023 dalam
memberikan perlindungan hukum, sedangkan objek penelitian
penulis terfokus pada analisis ketentuan dalam POJK Nomor 21
Tahun 2023 dari perspektif magasid al-syari’ah sebagai tolak
ukurnya.

d. Zulfa Nafigoh, Kajian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang perlindungan konsumen
sektor jasa keuangan dalam perspektif magashid syariah,
Skripsi, Hukum Ekonomi Syariah fakultas syariah universitas
islam negeri maulana malik Ibrahim malang, 2022

Skripsi oleh Zulfa merupakan penelitian yruidis normatif
dengan pepnelitian kepustakaan dengan pendekatan konseptual dan
menggunakan teknik analisis data kualitatif. Zulfa menggali
tentang peran OJK dan mengkaji Peraturan OJK nomor 1 tahun
2013 Tentang Perlingdungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dari
perskpektif magasid al-syari’ah. Hasil penelitiannya menemukan
bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga negara
yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

dengan mandat untuk mengatur dan mengawasi seluruh aktivitas

19 David Armando Lumban Tobing, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas
penyelenggaraan layanan perbakan digital bank syariah indonesia berdasarkan POJK No. 21
Tahun 2023, (Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara). 2023.
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€.

pada sektor jasa keuangan, meliputi perbankan, pasar modal,
lembaga keuangan non-bank, serta institusi jasa keuangan lainnya.
Dalam menjalankan perannya, OJK memiliki fungsi, tugas, dan
kewenangan di bidang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan,
hingga penyidikan. Hasil analisis perspektif magqasid al-syari’ah
terhadap Peraturan OJK Nomor 1 tahun 2013 dapat dikatakan
selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam magasid al-
syari’ah.?°

Persamaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis
adalah metodologi dan objek serta tolak ukur yang digunakan, yaitu
kajian yuridis normative dengan studi pustaka dan meninjau POJK
berdasarkan magasid al-syari’ah. Adapun perbedaannya terletak
pada POJK yang dikaji dan luaran yang dihasilkan, Zulfa ini
mengkaji tentang POJK No: 1/POJK.07/2013 Tentang
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan sedangkan skripsi
penulis mengkaji aspek penyelenggaraan layanan digital dan
pelindungan dalam POJK Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan
Digital Oleh Bank Umum.
Hendri Sutanto, Peran Otoritas Jasa Keuangan Terkait
Perlindungan Konsumen Pada Layanan Peer To Peer Lending
Fintech Ditinjau Dalam Perspektif Magashid Syariah (Studi
Pada Otoritas Jasa Keuangan Lampung), Skripsi, Perbankan
Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas

Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021

20 Zulfa Nafigoh, "Kajian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:

1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dalam Perspektif
Magashid Syariah™ (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang). 2022.
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Penelitian skripsi Hendri menggunakan metode penelitian
deskriptif  kualitatif. Penelitian tersebut bertujuan untuk
mengidentifikasi dan menganalisis regulasi serta sanksi yang
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melindungi
konsumen dalam layanan peer-to-peer lending (P2P). Data primer
diperoleh melalui wawancara dengan subjek penelitian, yaitu para
peminjam (borrower) dari aplikasi P2P, sementara data sekunder
dikumpulkan dari buku dan situs web yang relevan. Hasil temuan
dari penelitian tersebut adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah
menetapkan regulasi untuk perlindungan konsumen di sektor jasa
keuangan, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)
Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor
Jasa Keuangan. Peraturan ini secara spesifik mengatur bahwa
setiap pelaku jasa keuangan yang melanggar ketentuan yang telah
ditetapkan akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi tersebut
mencakup peringatan tertulis, denda, pembatasan dan pembekuan
kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Pemberlakuan
sanksi ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha
terhadap regulasi yang ada demi terciptanya perlindungan
konsumen yang optimal.?*

Persamaan penelitian Hendri ini dengan penelitian skripsi
penulis terdapat pada tolak ukur penelitian yang digunakan yaitu
magqasid  al-syari’ah. Adapun perbedaannya terletak pada
metodologi yang digunakan dan fokus utama objek pengkajian,

Hendri berfokus pada upaya yang tealh dilakuka OJK dalam bidang

21 Hendri Sutanto, "Peran Otoritas Jasa Keuanga Terkait Perlindungan Konsumen
Pada Layanan Peer to Peer Lending Fintech Ditinjau Dalam Perspektif Magashid Syariah
(Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Lampung)" (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung). 2021.
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P2P dan menggunakan data primer hasil wawancara dengan para
peminjam (borrower) dari aplikasi P2P, sedangkan skripsi penulis
berupa kajian yuridis normatif dengan studi kepustakaan dan fokus
kajian pada beberapa aspek pada PJK nomor 21 tahun 2023.

f.  Nur Hanina, Evaluasi Prinsip Syariah dalam POJK Nomor 10
/Pojk.05/2022 Financial Technology di Era Digitalisasi
Ekonomi, Journal of Islamic Business Law, Vol. 7, No 4. 2023
Jurnal ini berngkat dari POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan industri dan
kebutuhan hukum dan dibutuhkan penelitian terkait peraturan
fintech terbaru, sehingga dibuatlah penelitian yang bertujuan untuk
mengetahui regulasi fintech dan penerapan prinsip syariah fintech
berdasarkan magashid syariah. Metode penelitian berupa yuridis
normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.
Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa POJK  Nomor
10/POJK.05/2022 telah relevan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor:
117/DSN-MUI/11/2018, meskipun terdapat beberapa
ketidakselarasan akibat fatwa yang tidak bersifat mengikat.
Relevansi ini secara khusus terwujud dalam kerangka magasid al-
syart’ah, yaitu hifz al-mal, yang menegaskan urgensi implementasi
prinsip syariah dan maqashid syariah dalam layanan fintech untuk
menjaga kemaslahatan harta.??

Kesamaan antara penelitian ini dan skripsi penulis terletak
pada pengkajian yang menganalisis POJK berdasrkan standar
magqasid al-syari’ah. Namun, perbedaannya terlihat pada fokus

22 Nur Hanina, "Evaluasi Prinsip Syariah dalam POJK Nomor 10 /Pojk.05/2022
Financial Technology di Era Digitalisasi Ekonomi," Journal of Islamic Business Law 7, no. 4
(2023). h. 2



17

sektor yang diatur dalam POJK, jurnal ini menganalisis ketentuan
terkait fintech sedangkan skripsi penulis mengkajji tentang
peraturan tentang layanan perbankan digital.
F. Metodologi Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif berupa
content analysis. Penelitian kualitatif adalah suatu metode
penelitian yang berfokus pada pemahaman secara mendalam
terhadap suatu fenomena, konsep, atau gejala sosial, melalui
wawancara, observasi atau dokumen dengan analisis data nom-
numerik.?

Jenis penelitian ini dipilih karena data yang digunakan
bersumber dari bahan hukum dan literatur akademik, seperti
peraturan  perundang-undangan, ketentuan-ketentuan dalam
regulasi positi, buku, jurnal, serta penelitian terdahulu. Studi
literatur dilakukan untuk menelaah dan menganalisis teori magasid
al-syari’ah serta regulasi terkait layanan digital perbankan. Dengan
demikian, penelitian ini akan menggambarkan isi ketentuan dalam
POJK Nomor 21 Tahun 2023 yang kemudian dianalisis
berdasarkan kerangka magasid al-syari’ah.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif berupa statute
approach dan conceptual approach. Pendekatan Perundang-
undangan (statute approach) adalah penelitian yang berkaitan

dengan segala hal terkait perundang-undangan dan turuannya.?*

23Juliani, dan Syahbudin. Prinsip dan Aplikasi Metode Penelitian Kualitatif (Kajian
Teori dan Praktik) (Jakarta: Merdeka Kreasi, 2025), h. 4.

24 Rusdin Tahir et al., Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori
dan Praktik (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 93.



18

Pendekatan ~ Konseptual  (conceptual  approach), vyaitu
menggunakan teori magqasid al-syari’ah sebagai pisau analisis
untuk menilai sejauh mana ketentuan POJK Nomor 21 Tahun 2023
terkait layanan digital, pelindungan nasabah dan pelindungan data
pribadi sejalan dengan tujuan syariah.

. Sumber Data

Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder karena
jenis penelitian yang berupa content analysis, data terdiri dari
sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder serta literatur-
literatur teori magasid al-syari’ah yang terdiri dari:

a. Sumber Hukum Primer

Sumber ini merupakan bahan yang akan menjadi referensi

utama atau sebagai acuan dalam penulisan. Data primer dalam

penulisan ini adalah sumber hukum primer yakni POJK Nomor

21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum, UU

Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi,

POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen

Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Dan Nomor 8 Tahun

2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang,

Pencegahan Pendanaan  Terorisme, Dan Pencegahan

Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa

Keuangan dan juga buku magasid al-syari’ah Jasser Auda

yakni Magasid al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law: A

Systems Approach.

b. Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah referensi-referensi yang menjadi

data penunjang dalam penulisan, berupa semua publikasi yang



19

beririsan maupun yang terkait langsung dengan materi yang
diangkat.

Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian
ini meliputi buku-buku, dokumen regulasi, jurnal ilmiah,
artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan
digital banking, perlindungan hukum nasabah, dan
perlindungan data pribadi. Serta dokumen akademik lain yang
relevan dengan tema penelitian.

4. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data pada penelitian yuridis-normatif ini
adalah melalui studi literatur berupa analisis dokumen hukum. Pada
analisis dokumen peneliti menganalisis dokumen hukum primer
dan sekunder yang relevan serta laporan dan kajian-kajian tekait
masalah hukum yang diteliti.®
Data terkait ketentuan hukum yang menjadi objek yang akan
diteliti dikumpulkan dari dokumen POJK Nomor 21 Tahun 2023
yang dikhususukan pada tiga bagian yakni penyelenggaraan
layanan digital, perlindungan nasabah dan perlindungan data
pribadi dan konsep maqasid al-syari’ah yang akan digunakan
sebagai standard tolak ukur didapat dari buku karya Jasser Auda
yang membabhas tentang maqgasid al-syari’ah.
5. Teknik Analisis data
Teknik analisis data adalah langkah-langkah sistematis untuk
menyusun dan mengevaluasi data yang telah diperoleh. Hal ini

dilakukan agar data dapat dipahami oleh penulis dan orang lain.

Novea Elysa Wardhani, Sepriano Sepriano, dan Reni Sinta Yani, Metodologi
Penelitian Bidang Hukum (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), h. 51.



Sesuai dengan penelitian, maka teknik analisis data yang digunakan

adalah analisis data kualitatif model interaktif, yaitu:

a. Pengumpulan Data
Pengumpulan data primer dan primer dilakukan dengan
menelaah dokumen-dokumen, peraturan hukum, jurnal dan
tulisan lainnya. Semua bahan yang didapatkan dikumpulkan
dan menjadi data mentah yang selanjutnya akan diproses.

b. Reduksi Data
Reduksi data adalah proses analisis data yang melibatkan
pengelompokan, pemilihan, pemfokusan, pembuangan data
yang tidak diperlukan, dan pengorganisasian data mentah dari
catatan lapangan sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir
dapat diverifikasi. Tahap reduksi data mencakup beberapa
langkah: Langkah pertama meliputi editing, meringkas, dan
mengelompokkan data. Langkah kedua melibatkan peneliti
dalam menyusun catatan terkait berbagai hal, termasuk
aktivitas dan proses, sehingga pola dan kelompok data dapat
ditemukan. Catatan ini berisi gagasan yang mengarah pada
teorisasi berdasarkan data yang diperoleh. Langkah terakhir
melibatkan peneliti dalam menyusun konsep dan penjelasan
sesuai dengan pola atau kelompok data yang relevan.

c. Penyajian Data
Penyajian data adalah proses menyusun informasi sehingga
memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan mengambil
tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat
berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori,

flowchart, dan sejenisnya.



21

Teknik penyajian data pada penulisan ini ditampilkan
dalam bentuk teks naratif, uraian disusun secara sistematis,
logis, dan rasional yang akan dihubungkan satu dengan yang
lainnya dan akan disesuaikan dengan pokok permasalahan yang
diteliti sehingga mampu membentuk satu kesatuan yang utuh.

d. Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang masih bersifat sementara dapat berubah
bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat setelah dilakukan
penelitian, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada
tahap awal terbukti kebnraannya dengan didukung oleh data-
data yang valid dan konsisten dari hasil penelitian maka
kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang
kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan
temuan yang dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek
yang sebelumnya masih samar atau belum jelas, sehingga
setelah diteliti menjadi jelas baik berupa hubungan kausal atau
interaktif, hipotesis ataupun teori.

Kesimpulan dalam penelitian ini akan menjawab
rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dalam bentuk
uraian deskriptif mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan.

G. Sistematika Penulisan
Teknik penulisan pada penelitian ini merujuk pada buku Pedoman
Penulisan Proposal dan Skripsi Institut llmu Al-Qur an (11Q) Jakarta
tahun 2021.% Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai
berikut:

Znstitut 1lmu Al-Qur’an, Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi Institut IImu
Al-Qur An Jakarta (11Q) Jakarta, (Jakarta: 11Q Press. 2021), h. 12-16.
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BAB | PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi gambaran umum tentang keseluruhan
penulisan. Bab ini membahas latar belakang masalah, identifikasi
masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan,
manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan
sistematika penulisan.

BAB Il KAJIAN TEORI

Bab ini membahas tentang landasan teoritis yang relevan dengan tema
penelitian dan nantinya akan digunakan sebagai landasan dan pisau
analisis pada objek penelitian. Bab kajian teori berisi penjelasan
tentang teori magasid al-syari’ah dan teori tentang regulasi perbankan
di Indonesia.

BAB Il KETENTUAN POJK NOMOR 21 TAHUN 2023

Bab ini menguraikan tentang objek penelitian. Informasi mengenai
Gambaran Umum Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan penjabaran jeals
mengenai POJK Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh
Bank Umum dan ketentuan penyelenggaraan layanan digital,
perlindungan data pribadi dan pelindungan nasabah dalam POJK
tersebut.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan dan hasil dari analisis magasid terhadap
penyelenggaraan layana digital, analisis magqasid terhadap
perlindungan nasabah, analisis magasid terhadap perlindungan data
pribadi dan evaluasi kesesuaian pojk nomor 21 tahun 2023 dengan
magqasid al-syari’ah.

BAB V PENUTUP

Penutup terdiri dari kesimpulan yang berupa jawaban dari perumusan

masalah dan saran-saran bagi pembaca terkait penulisan penelitian ini



23

maupun bagi para akademisi yang akan melakukan penelitian lanjutan

mengenai objek kajian yang beririsan.



24



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari uraian pembahasan yang telah dilakukan pada bab

sebelumnya adalah:

1. POJK Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank
Umum telah mengatur tata cara dan mekanisme pelaksanaan
layanan digital bank dengan cukup komprehensif, mulai dari sistem
penyelenggaraan hingga sistem keamanan. Terdapat ketentuan
bahwa dalam operasional layanan digitalnya bank wajib
megidentifikasi dan memverifikasi nasabah, bank juga dapat
melibatkan nasabah dalam upaya peningkatan layanan digitalnya,
dan harus memastikan kepiawaian infrastruktur T1 yang dimiliki.
Ketentuan terkait perlindungan nasabah dan data pribadi yang ada
di POJK ini adalah kewajiban bank untuk menerapkan prinsip
pelindungan konsumen dan prinsip perlindungan data pribadi,
menyediakan fitur pengaduan yang terbuka 24 jam dan
memberikan edukasi kepada nasabah agar dapat melakukan faktor
autentikasi yang diterapkan oleh bank, serta bank harus membuat
fitur yang memungkinkan nasabah untuk dapat mengelola
perizinan atas data pribadinya dari mitra bank.

Beberapa ketentuan dari POJK ini terikat dengan ketentuan dari
peraturan lainnya, pertama POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan
Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata
Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, kedua POJK Nomor
22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di

Sektor Jasa Keuangan dan ketiga Undang-undang Nomor 27 Tahun
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2022. Keterkaitan antara POJK Nomor 21 Tahun 2023 dengan
peraturan lain adalah untuk membentuk satu sistem hukum yang
menyeluruh bagi operasional layanan digital, pada beberapa bagian
POJK ini hanya menerangkan hal dasar dan spesifikasinya akan
diterangkan di regulasi lain, sehingga POJK ini tidak dapat berdiri
sendiri.

2. Hasil analisis menunjukkan POJK Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Layanan Digital oleh Bank Umum pada aspek layanan digital bank,
pelindungan nasabah, dan pelindungan data pribadi sudah sejalan
dengan beberapa aspek dalam magasid al-syari’ah. POJK Nomor
21 Tahun 2023 sesuai dengan aspek asas dalam magasid al-
syari’ah yakni perlindungan kehormatan (hifz al-’ird), harta (hifz
al-mal), akal (hifz al-"aql), diri (hifz al-nafs) dan perlindungan
keluarga (hifz al-nasl). POJK Nomor 21 Tahun 2023 juga selaras
dengan prinsip purposefulness, wholeness, openness, hierarchy,

multidimensionality.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka

saran yang dapat diberikan untuk kemajuan dalam bidang regulasi

layanan digital perbankan seperti berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji terkait tingkat
literasi masyarakat dalam menerapkan faktor autentikasi layanan
digital perbankan

2. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji regulasi
dari POJK terkait standarisasi teknologi T yang wajib dimiliki
perbankan untuk menyelenggarakan layanan digital.

3. Bagi pihak otoritas disarankan untuk memperketat pengawasan
terhadap implementasi POJK ini di lapangan dan dapat membuat
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ketentuan yang lebih spesifik mengenai standar teknologi dan
infrastruktur TI yang dimiliki perbankan dalam menyediakan
layanan digital.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. POJK Nomor 21 Tahun 2023
8=

BAB 1l
LAYANAN DIGITAL OLEH BANK

Bagian Kesatu
Cakupan dan Persyaratan Layanan Digital

Pasal 2
(1) Layanan Digital diselenggarakan oleh:
a. Bank; atau
b. Bank dengan mitra Bank berdasarkan perjanjian kerja
sama.

(2) Layanan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan kegiatan wusaha Bank
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 3
Bank yang menyelenggarakan Layanan Digital sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 harus memiliki infrastruktur TI dan
manajemen pengelolaan infrastruktur TI yang mampu
mendukung penyelenggaraan Layanan Digital secara optimal.

Pasal 4
Layanan perbankan yang memanfaatkan TI untuk tujuan
pemberian informasi yang bersifat publik dan komunikasi dengan
nasabah dan/atau calon nasabah tanpa adanya transaksi
dan/atau akses terhadap rekening nasabah bukan merupakan
produk Bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank umum.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Layanan Digital

Pasal 5

(1) Dalam melakukan hubungan usaha dengan nasabah atau
calon nasabah melalui Layanan Digital, Bank wajib
melakukan:

a. identifikasi nasabah atau calon nasabah; dan
b. verifikasi atas:

1. kebenaran serta kesesuaian data, informasi, dan
dokumen pendukung yang telah diberikan oleh
nasabah atau calon nasabah; dan

2. kebenaran serta kesesuaian profil pemberi data,
informasi, dan dokumen pendukung dengan profil
nasabah atau calon nasabah untuk memastikan
bahwa pemberi data, informasi, dan dokumen
merupakan nasabah atau calon nasabah yang
bersangkutan.

(2) Bank melakukan identifikasi nasabah atau calon nasabah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui
permintaan data, informasi, dan dokumen pendukung
nasabah atau calon nasabah sesuai dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti
pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan
pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah
massal di sektor jasa keuangan.
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Pasal 8
Bank wajib memastikan kesesuaian atas data dan/atau
informasi yang dimanfaatkan dalam penyelenggaraan Layanan
Digital dengan sumber data dan/atau informasi.

Pasal 9

(1) Bank wajib menerapkan paling sedikit 2 (dua) faktor
autentikasi (two factor authentication) untuk verifikasi
transaksi keuangan.

(2) Penerapan 2 (dua) faktor autentikasi (two factor
authentication) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan untuk setiap transaksi keuangan secara individu
maupun dengan pembatasan tertentu sesuai dengan
analisis risiko yang dilakukan Bank serta persetujuan
nasabah.

Pasal 10
Bank dapat melibatkan nasabah dalam  melakukan
pengembangan Layanan Digital.

Pasal 11
Layanan Digital terkait dengan sistem pembayaran yang
perizinan sepenuhnya diatur oleh otoritas sistem pembayaran di
Indonesia ditetapkan menjadi produk Bank dasar.

Bagian Ketiga
Tata Cara Perizinan Layanan Digital

Pasal 12
Dalam hal Layanan Digital memenubhi kriteria produk baru, Bank
mengikuti mekanisme perizinan sesuai dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank
umum.

Pasal 13

(1) Bank mengajukan permohonan izin atas penyelenggaraan
Layanan Digital yang memenuhi kriteria produk baru
sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 12 dengan
menyampaikan dokumen Permohonan Izin Penyelenggaraan
Layanan Digital paling sedikit tercantum dalam Lampiran |
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan ini.

(2) Bank menyampaikan permohonan izin penyelenggaraan
Layanan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan pernyataan
yang ditandatangani oleh direktur yang membawahkan
fungsi kepatuhan Bank dan direktur yang bertanggung
jawab atas Layanan Digital mengacu pada dokumen
Pernyataan Bank atas Penyelenggaraan Layanan Digital
tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(3) Penyampaian permohonan izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus dilengkapi dengan hasil pemeriksaan dari
pihak independen untuk memberikan pendapat atas:

a. karakteristik produk;
b. kecukupan pengamanan sistem TI terkait produk; dan
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f. kesetaraan; dan
g. privasi.

Pasal 24

(1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), dan/atau ayat (3) dikenai
sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22
ayat (2), danj/atau ayat (3), Bank dikenai sanksi
administratif berupa:

a. pembekuan Layanan Digital tertentu;

b. larangan untuk menyelenggarakan Layanan Digital
baru; dan/atau

c. penurunan tingkat kesehatan Bank.

BAB IV
PELINDUNGAN NASABAH DAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Bagian Kesatu
Pelindungan Nasabah

Pasal 25

(1) Bank penyelenggara Layanan Digital menerapkan prinsip
pelindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pelindungan konsumen
dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

(2) Mekanisme dan tata cara penerapan prinsip pelindungan
konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan mengenai pelindungan konsumen dan
masyarakat di sektor jasa keuangan.

Pasal 26
Bank penyelenggara Layanan Digital wajib memiliki fungsi dan
mekanisme penanganan yang mampu merespon pertanyaan
dan/atau menindaklanjuti pengaduan nasabah dengan
beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari.

Pasal 27
Bank wajib menjelaskan kepada nasabah tujuan penggunaan
logo danj/atau atribut Bank oleh mitra Bank sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

Pasal 28
Bank wajib memberikan edukasi kepada nasabah untuk
menerapkan faktor autentikasi yang memadai.

Bagian Kedua
Pelindungan Data Pribadi

Pasal 29
(1) Bank penyelenggara Layanan Digital wajib menerapkan
prinsip pelindungan data pribadi dalam melakukan
pemrosesan data pribadi sesuai dengan Kketentuan
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peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan
data pribadi.

(2) Dalam melakukan pemrosesan data pribadi, Bank wajib
terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari nasabah
dan/atau calon nasabah untuk tujuan tertentu sebagai
dasar pemrosesan data pribadi, yang dilakukan sesuai
dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan
mengenai pelindungan data pribadi.

(3) Bank dalam menyediakan Layanan Digital wajib
menyediakan fitur bagi nasabah untuk mengelola hak akses
mitra Bank terhadap data dan informasi nasabah secara
mandiri.

Pasal 30

(1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan/atau Pasal 29,
dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27,
Pasal 28, dan/atau Pasal 29, Bank dikenai sanksi
administratif berupa:

a. pembekuan Layanan Digital tertentu;

b. larangan untuk menyelenggarakan Layanan Digital
baru; dan/atau

c. penurunan tingkat kesehatan Bank.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 31
Bank wajib menyampaikan daftar mitra Bank dalam melakukan
kerja sama Layanan Digital sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian
dari laporan kondisi terkini penyelenggaraan Tl Bank.

Pasal 32

(1) Bank yang telah memperoleh izin untuk menyelenggarakan
Layanan Digital yang memenuhi kriteria produk baru wajib
menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan Layanan
Digital kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima)
hari kerja setelah implementasi disertai dengan dokumen
pendukung, mengacu pada dokumen Laporan Realisasi
Penyelenggaraan Layanan Digital tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(2) Bank wajib menyampaikan laporan evaluasi
penyelenggaraan Layanan Digital yang memenuhi kriteria
produk baru kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 3
(tiga) bulan setelah implementasi, mengacu pada dokumen
Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Digital
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
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